
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan
Kabupaten sentra produksi pangan khususnya padi yang
memerlukan upaya peningkatan nilai tambah melalui
pembangunan agro industri salah satunya dalam bentuk
pendirian pabrik rice milling unit (RMU);

b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka sebagai
badan usaha milik daerah Kabupaten Penajam Paser Utara,
yang membidangi kegiatan usaha salah satunya yaitu
pembangunan, penyelenggaraan dan pengelolaan industri
pengolahan berbasis bahan pangan, sehingga dalam
pelaksanaan kegiatan dimaksud membutuhkan dukungan
pemerintah daerah melalui penyertaan modal;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka,
dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan Penambahan
Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Benuo
Taka;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4182);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor
13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum
Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser
Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah
dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
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5. Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut
Perumda Benuo Taka adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh
modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara.

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Benuo
Taka bertujuan untuk:

a. pengembangan usaha perekonomian Daerah;

b. penguatan struktur permodalan perusahaan; dan

c. penugasan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan
asli Daerah.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada Perumda Benuo Taka sebesar Rp.29.641.416.037,00
(dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus
enam belas ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Dengan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Benuo Taka
sejak pendirian sampai dengan Tahun 2021 menjadi sebesar Rp.
52.641.416.037,00 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh satu juta
empat ratus enam belas ribu tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai
berikut :

a. Tahun 2012 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

b. Tahun 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

c. Tahun 2021 sebesar Rp. 29.641.416.037,00 (dua puluh sembilan miliar
enam ratus empat puluh satu juta empat ratus enam belas ribu tiga puluh
tujuh rupiah).
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BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

Pelaksanaan pengelolaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dilaksanakan sepenuhnya oleh Perumda Benuo Taka sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perumda Benuo Taka wajib melaporkan hasil penggunaan penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh akuntan publik
kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Desember 2020

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 71/4/2020.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah mengamanatkan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk
melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat
sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari
peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum
yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin
terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah
daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah
Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, semenjak adanya
penyesuaian/perubahan “Perusahaan Daerah Benuo” taka menjadi
“Perumda Benuo Taka” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum
Daerah Benuo Taka, yang merupakan perubahan bentuk hukum dari
Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara yang
didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk
memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau
pengembangan usaha Perumda untuk mewujudkan tujuan Perusahaan
Umum Daerah Benuo Taka sesuai dengan tujuan pendiriannya, yaitu:
a. pengembangan usaha perekonomian Daerah;
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b. penguatan struktur permodalan perusahaan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan

pendapatan asli Daerah;
melalui penambahan penyertaan modal.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal merupakan salah
satu Sumber modal Badan Usaha Milik Daerah, yang antara lain
dilaksanakan sebagai bagian dari adanya penambahan modal pada Badan
Usaha Milik Daerah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk
di dalamnya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dapat
dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal Daerah, sehingga penyertaan modal daerah yang dilaksanakan dalam
bentuk penambahan penyertaan modal pada Perumda Benuo Taka perlu
diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 28.


